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TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

1.

KOTA BLITAR TAHUN 2011

WALIKOTA BLITAR,

bahwa salah satu unsur untuk mewujudkan Program Indikatif
Kota Blitar Tahun 2011 yang dijabarkan dalam kegiatan adalah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2011 ;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a, memuat arah kebijakan daerah 1 (satu)
tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk
memberikan  kepastian  kebijakan dalam melaksanakan
pembangunan daerah yang berkesinambungan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk
Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Blitar Tahun 2011,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur/Tengah/Barat ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593 ) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Rencana Strategis Daerah Kota Blitar 2001 — 2010 ;

Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Program Indikatif Kota Blitar Tahun 2011 ;



Me

MEMUTUSKAN :

netapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BLITAR TAHUN 2011

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

C.

D).

Daerah, adalah Kota Blitar;

Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Blitar;

Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD memuat azas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas — luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang — Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut walikota adalah Kepala Daerah Kota Blitar;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar ;
Program Indikatif Kota Blitar Tahun 2011 adalah Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah untuk periode satu tahun yaitu tahun 2011;

. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah

untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ;

. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD ;

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD

adalah dokumen perencanaan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB I
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2011 adalah Dokumen Perencanaan Pebangunan Daerah untuk
kurun waktu 1(satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir

pada tanggal 31 Desember 2011.



(2). RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah beserta pendanaannya, prioritas dan sasaran
pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(3). RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:

a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 ;

b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-SKPD
dan RKA-SKPD Tahun 2011.

(4). Rincian dari RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Sistematika RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4), terdiri

dari :

BAB | PENDAHULUAN

BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

BAB Il RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA

PENDANAANNYA
BAB IV  PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011
BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

(1). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar wajib menelaah
kesesuaian antara RKA-SKPD Tahun 2011 hasil pembahasan bersama DPRD
dengan RKPD Tahun 2011.

(2). Dalam hal Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2011 yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Walikota ini berbeda dengan hasil
pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah Program dan
Kegiatan hasil pembahasan dengan DPRD.



Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 15 Juli 2010
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 15 Juli 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2010 NOMOR 16
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari



